Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 168/KPTA.W9-A/SK.PW1/1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

4. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan bidang
pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu ditunjuk Tim

Hakim Tinggi Pengawas Bidang;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan
Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di Bawahnya,

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang Berada di Bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung

71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem
Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding
dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan

Peradilan;

lampiran
keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan
tugas-tugas sebagai Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada



10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;

11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
0424/DJA/HM.00/11/2019 tentang Penerapan Administrasi
Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik
pada Pengadilan Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TENTANG PENUNJUKAN TIM HAKIM TINGGI PENGAWAS
BIDANG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
JAKARTA.

KESATU . Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta Nomor 2608/KPTA.W9-A/SK.PW1/1/2024 tentang
Penunjukan Tim Hakim Tinggi Pengawas Bidang Di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

KEDUA :  Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum
dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Hakim Tinggi
Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta.

KETIGA : Tim Hakim Tinggi Pengawas Bidang agar melaksanakan
keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan
hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2024

/f-"'rtu PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,
&&%

o ALI MA’SUMY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
: 168 /KPTA.W9-A/SK.PW1/1/2024

NOMOR
TANGGAL

: 2 JANUARI 2024

PENUNJUKAN TIM HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO NAMA

JABATAN DALAM
DINAS

JABATAN DALAM
TIM

1. | Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H. Ketua Pengarah
Pengawasan
2.| Dr. H. Suhadak, S.H., M.H. Wakil Ketua Koordinstor
iy - Pengawasan
Objek Pengawasan : Manajemen Peradilan
1. | Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. Hakim Tinggi Ketua
2. | Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi Anggota
. o Klerek - Analis .
3. | Tri Jumiyati, S.H. - Perl r— Pendamping
Objek Pengawasan : Administrasi Perkara
1. | Dra. N. Munawaroh, M.H. Hakim Tinggi Ketua
2. | Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H. Hakim Tinggi Anggota
; 5 Operator - Penata .
3. | Shifa Nur Annida, S.T., M.T.I. | Layanan Operasional ___E_’?I?dafnpln,_g_ N
Objek Pengawasan : Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
1. | Drs. H. Damsyi, M.H. Hakim Tinggi Ketua
2. | Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H. Hakim Tinggi Anggota
p . Operator - Penata é
3. | Nur Alisa Le_&_:,fan, S.S“y._. B - | Layanan Operasional Pendamping
Objek Pengawasan : Administrasi Umum
1. | Drs. Muhammad Akyas Hakim Tinggi Ketua
2. | H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Tinggi Anggota
3. | Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H. Hakim Tinggi Anggota
4. | Drs. H. Ma'Muri, S.H., M.S.I. Hakim Tinggi Anggota
Pend ing Sub
Analis Sumber Daya an ;nmgéi%dﬁa
5. | T Novia Rahmah Masyithah , S.H. Manusia Aparatur §O arm dan ’
Ahli Pertama g

Anggaran




JABATAN DALAM | JABATAN DALAM
52 HANA DINAS TIM
Pendamping Sub
. Klerek - Analis Bagian Tata
8. | Rama.Uhandgee Eouzy, St Perkara Peradilan | Usaha dan Rumah
Tangga
Pendamping Sub
Bagian
7. | Andri Mardika, S.E. Operator - Penata. | ¢ 0 woian dan
Layanan Operasional .
Teknologi
Informasi
Pendamping Sub
8. | Miranti Verdiana, A.Md. lereic- Pengeloln Bagian Keuangan
Penanganan Perkara
B dan Pelaporan
Objek Pengawasan : Kinerja Pelayanan Publik
1. | Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi Ketua
2. | Drs. H. Mahmud Hd, M.H. Hakim Tinggi Anggota
3. | Rudi Christian, A.Md. Kieesls= Pengpiah Pendamping

Data dan Informasi




